BUPATI BENGKALIS

'PERATURAN BUPATI BENGKALIS
- NOMOR 5 TAHUN2012

TENTANG -

i INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Mehimbangf :

4 :Mengi‘ngét R

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B BUPATI BENGKALIS,

. bahwa dalam rangka menlngkatkan akuntabllltas kinerja Pemerintah
- Kabupaten' Bengkalis perlu menetapkan indikator kinerja utama yang

~_merupakan dasar terhadap pengukuran keberhasilan pencapalan suatu :

. tujuan dan sasaran strategls yang telah dltetapkan ~ T

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4. ayat (3) Peraturan Menten"
= Negara . Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndlkato;
Utama di Ilngkungan Instansi Pemerintah, Bupati waijib menetapkan ~

b indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten
. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang;f

'~ Indlkator Klnerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah' T
Otonom Kabupaten ‘Dalam Llngkungan ‘Daerah Provinsi Sumatera -

Tengah . (Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 1956

- Nomor25);

.Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

- Negara yang Bersih dan. Bebas - dari KorupS| Kolosi dan Nepotisme
~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor . 75,
~ Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor 3851); :

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara L
(Lembaran Negara Republik 'Indonesia - Tahun 2003 Nomor 47

Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneS|a Nomor 4286);

1, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaani :
- Negara (Lembaran Negara Republik’ Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, -
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna Nomor 4355); ’

. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan:

Pengelolaan - dan Tanggung Jawab Jeuangan Negara (Lembaran

 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4355);

6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan S
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
~ 2004 Nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik IndoneS|a_

Nomor 4421)



i

o 7 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah' S
_(Lembaran Negara Republik “Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, -
“Tambahan - Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah . diubah - beberapa kali terakhir dengan -
- Undang- Undang Nomor 12 Tahu 2008 tentang Perubahan Kedua atas
-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah -
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, -
- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 4844), e

,”Undang Undang Nomor 33 Tahun . 2004 tentang Perlmbangan'f' :
“Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

» - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
e Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

10 L
© . Pembangunan’ Jangka Panjang Nasmnal Tahun. 2005 - 2025
~“(Lembaran Negara Republik -Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Undang- Undang “Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana;

’ ;Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4700);

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan -
~ Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

 Tahun 2011 .Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk )

2

 Indonesia Nomor 5234)

_ Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaanf'[i 3

~‘Keuangan Daerah: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 = -

~ Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
~ Nomor 4578); . ’

Peraturan - Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 - tentang Pedoman

.. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

g 14

" } “}‘:””_‘(Lembaran Negara Republik ‘Indonesia ‘Tahun 2005 Nomor 165, ‘i
. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4593);

‘Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

-~ . Negara Repubhk IndoneS|a Nomor4663)
15
" ‘Urusan Pemermtahan antara Pemerlntah Pemerlntah Daerah Provinsi

Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan‘

~ dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republlkjf

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara"

o Republik indonesia Nomor 4815); -

16.

Peraturan Pemerintah’ Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

" Keuangan dan Klnerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
-~ Indonesia- Tahun 2006 ‘Nomor - 25 Tambahan Lembaran Negara B

17.

D * Republik Indonesia Nomor 4614); , , ‘
“'Peraturan’ Pemenntah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasu s

" Penyelenggaraan Pemerintahan ‘Daerah (Lembaran Negara Republik

18

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, ;Tambahan Lembaran Negara"

~ Republik Indonesia Nomor 4815);

. Peraturan Pemenntah ‘Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Carar ~T
- Penyusunan, Pengendallan ‘dan" Evaluasi’ Pelaksanaan Rencana

‘Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 ‘Nomor 21, Tambahan. Lembaran Negara Republlk lndonesua o

* Nomor 4817); -

}Peraturan Pemerlntah Nomor 60 ‘Tahun 2008 tentang sistem
Pengendahan Intern Pemenntah (Lembaran Negara Republlk lndoneS|a S

4 .;‘;k‘,]Tahun 2008 Nomor 127)




22

27.

' Menatapkan -

1.

20

23,

24,
- Pedoman Penyusunan Akuntabllltas Klnerja Pemenntah (LAKIP) dan ;
: Penetapan Kinerja; A S

25,

- 26.

Keputusan PreS|den Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara'*

Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah;

Instruksi PreSIden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan'-
Pemberantasan Korup3| : \ ; '

Instruksi PreSIden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntablhtas Klnerja'
Instansi Pemenntah _

Peraturan Menterl Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerlntah ‘

Peraturan - Menteri Negara PAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang'

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalls (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkahs Tahun 2004 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008 tentang

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkahs

‘(Lembaran Daerah Kabauopaten Bengkalls Tahun 2008 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang‘
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah . (RPJMD)

g Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 2015 (Lembaran Daerah
RN 'Kabupaten Bengkalls Tahun 2011 Nomor 09) : o

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA '.,UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

2.

3.

‘;??vKETENTUAN UMUM_— s

Pasal 1

‘ "Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan
_Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

Bupatl adalah Bupati Bengkalls S
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagal unsur

: penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dlsmgkat SKPD, |

: adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemenntah 4
- Kabupaten: Bengkalls yang mempunyal tugas mengelola anggaran dan
: barang daerah. o

. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkalls : .
.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan

yang  tepat, melalu1 urutan plhhan dengan memperhltungkan
sumberdaya yang ada.

Perencanaan Pembanunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan o

rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasnkan B

‘dokumen perencanaan selama periode satu tahun. N
Rencana Pembangunan ‘Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang e

"»selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan

pembangunan ‘Kabupaten - Bengkalls periode 20 (dua puluh) tahun
terhltung sejak tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat

S VISI misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bengkahs




E 10.

S ”Rencana & Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten’ Lo
 Bengkalis Tahun 2010 — 2015 yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah -
-adalah rencana pembangunan Daerah untuk perlode 5 (llma) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya drsrngkat‘ _

" RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan
= dokumen perencanaan pembangunan Daerah uantuk perrode 1 (satu) -

o1

tahun R _
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya'

7‘d|smgkat Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD:

.. yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk perrode 1 (satu)

,~tahun
12

Rencana Strategls yang selanjutnya dlsmgkat Renstra adalah rencana 5
(lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis’ llngkungan

E strategls faktor-faktorkuncr keberhasuan tu;uan dan ‘'sasaran, startegr

. serta evaluasi klnerja s D LR |
'.»»1'3."‘:~1V|sr adalah rmusan umum mengenar keadaan yang dunglnkan pada'
o akhir penode perencanaan Sl ’

14.
| S dllaksanakan untuk mewu;udkan visi.

15,

Misi adalah rumusan - umum mengenar upaya upaya yang akan‘

Program adalah penjabaran kebuakan dalam bentuk upaya yang berrsr

- satu . atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya . yang’

‘(f,dlsedrakan untuk mencapar hasil yang terukur sesuai dengan misi.-

| 16 Klnerja organlsasr perangkat daerah adalah gambaran mengenai trngkat‘~ 2

. pencapaian sasaran ataupun - tUJuan organisasi perangkat daerah
sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat

daerah yang mengrndrkasrkan tingkat “keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan keglatan kegratan sesual dengan program dan kebuakan

— i _;‘yang dltetapkan
18
o I_membandlngkan tlngkat kinerja yang dicapai denan standar rencana, -
atau ¢ target dengan menggunakan rndrkator kinerja yang - telah

Pengukuran Krnerja adalah keglatan» manajemen khususnya‘

C dltetapkan

19.
o perkembangan kinerja’ pelaksanaan kegiatan atau . program dengan

Pemantauan ' klnerja . adalah serangkaran keglatan pengamatan‘

menggunakan  informasi : (1) hasil - pengukuran kinerja, -dan (2)

o - identifikasi, analisa serta antrsmasr masalah yang timbul dan atau akan o

i i,:“'tlmbul untuk dapat drambll tindakan sedini mungkrn

=

'Tu1uan adalah sesuatu yang akan dicapai atau drhasrlkan dalam Jangka"

~ waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan

21

.:»Sasaran strategrs adalah hasil yang akan drcapar secara’ nyata oleh :
C _flnstansr pemerrntah dalam rumusan yang lebrh spesﬁ" K, terukur dalam»
o ‘kurun waktu yang lebih pendek dan tujuan. . e :

22

lndlkator klnerja utama adalah ‘ukuran keberhasrlan darr suatu tuluan S

o fdan sasaran strategrs organlsasr L

23.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang drhasﬂkan oleh kegratan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapalan sasaran strategls dan

3 tUjuan program dan kebuakan

- 24,
‘keluaran dari kegratan kegratan dalam' satu program mengacu pada
£ “"»:sasaran strategrs dan tUJuan yang telah drtetapkan :

Hasrl (outcome) adalah segala sesuatu yang mencermrnkan berfun98| ,




;:',(oﬂ.-'h o d. o oo

~ BABIIL
TUJUAN DAN FUNGS!
Pasal 2

(1) Tu;uan penetapan mdnkator klnerja utama adalah

a -untuk memperoleh mformasn klnerja yang pentlng dan dlperlukan-
dalam menyelenggarakan manajemen klnerja dengan baik; :

b untuk memperoleh ukuran kerberhasuan dari pencapalan suatu tu;uan R
i ~ dan sasaran strategis organisasi yang . dlgunakan untuk perbalkan .
" kinerja dan peningkatan akuntabllltas kinerja. :

(2) Fungsi penetapan indikator kmerja utama adalah :

a. memperjelas tentang apa, berapa dan - bagalmana kemajuan
' pelaksanaan keglatan/program dan kebuakan SKPD; 5

b mencnptakan konsensus yang dlbangun oleh berbagal plhak terkalt*’

“untuk - menghindari kesalahan mterpretaS| selama . pelaksanaan ]

kebuakan/program/keglatan dan dalam menllal klnerjanya termasuk’~ L
kmerja SKPD; ; . ! e

c. membangun dasar bag| pengukuran anallsa dan evalua3| klnerja
SKPD N 3 : e

Pasal 3

Setlap SKPD Wajlb menetapkan |nd|kator kmerja utama di Imgkungan' |
L masmg masmg

- BABIIl S o
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

| ‘Indlkator kinerja utama dlgunakan oleh SKPD untuk o

. Perencanaan jangka menengah
. Perencanaan tahunan

. Perencanaan anggaran A ;

. Penyusunan dokumen Penetapan Klnerja

. Pengukuran klnerja ) '

' Pelaporan Akuntabllltas Kinerja;

.Evalua3| Kinerja instansi pemenntah dan 0

.Pemantauan dan pengendallan klnerja pelaksanaan program dan

; - keglatan keglatan

‘ i BAB IV G s
URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

Uralan Indlkator Kinerja Utama sebagalmana dlmaksud pada Pasal 2
~ tertuang dalam Lamplran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang -
ftldak terplsahkan dari Peraturan Bupatl ini. o




- . BABV
~ PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 6

: lepman SKPD melakukan , : :
a. pembinaan dalam rangka pengembangan dan penetapan lndukator
~ kinerja utama dlllngkungan masmg masmg,

b. koordmasn dalam rangka pengmtegrasnan snstem pengukuran klnerja '
~ ‘dengan . sistem _ administrasi ‘pemerintahan - yang ' lain, seperti .
perencanaan, penganggaran ~ pelaksanaan, ;‘ penataUsahaan, ~dan
: '-7pertanggungjawaban | | [ I S |

Pasal 7

"(1)Pemblnaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupaﬂ ini d|
 lakukan oleh Inspektorat. .

;‘(2) Inspektorat dalam melaksanakan pembmaan dan' pengawasén
berkoordmaSI dengan mstansn tekms terkalt ' SR T

i BABVI |
'WF,PENUTUP

Pasal 8

o Peraturan Bupatl ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setlap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan Peraturan ;
- Bupati - ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bengkalls : ' ' :

~ Ditetapkan di Bengkalis ,
pada tanggal 9/0%%sevari o

Diundangkan di‘Be‘ngkalis o
~ pada tanggal . ; LR
SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS o

i  Drs. H. ASMARAN HASAN .
| ~ PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720 198003 1 008

- BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS
. NOMOR :.g. TAHUN ;ton.
TANGGAL : Qs peeo.uzap_n ool

L INDIKATOR KINER]A UTAMA -
KABUPATEN BENGKALIS 2010 - 2015

Meningkatkan Kuahtas Meningkatnya akses dan | Angka melek huruf %
SDMterutama =~ | mutupelayanan - = | Angka partisipasi kasar %
Pembangunan sektor | pendidikanbagi - | Angka partisipasi murni 1 %
Pendidikan, Kesehatan, | masyarakat -~ . ["Angka partisipasi sekolah . %
Kependudukandan = | ..~ | Rasio ketersediaan sekolah/ - | Angka
Ketenagakerjaan = - | . - .| penduduk usiasekolah .. |
o S : : -+ | Rasio siswa per Guru (R-S/G) Angka

‘Penduduk yang berusia >15 Tahun 1 %
melek huruf (Tldak buta aksara) F

: Sekolah ‘pendidikan SD/M| kondls: o %
- | bangunan baik |
‘| Sekolah pendidikan SMP/MTs dan - | %

SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | -

+ | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | %
- | /Angka Putus Sekolah (APS) % -

Angka Kelulusan (AL) . %
|-‘Angka Melanjutkan (AM) Sekolah | %
:.| Guru Yang memenuhi Kuahfkasn o %
o |'SUD-V - - e
B Memngkatnya o | Jumlah Group Kesenian Aktlf ~ [ Jumlah
*| pemahaman akan nilai- - ‘Jumlah Kelompok Budaya yang “ 2w Jumlah
+| nilai budaya dan keanfan dibina 5 N B
lokal cr A SR ey y' Jumlah Keglatan/ Pertunjukan S Jdumlah
' : . Cermert | Budaya® ‘ o
‘Jumlah Benda, Situs dan Kawasan 1%

= Cagar Budaya yang dilestarikan

Tumbuhnya Mmat Baca . Junﬂah Perpustakaan i Jumiah -

- Masyarakat .| Jumlah Pengunjung Perpustakaan | Jumlah
~ . [.pertahun G
-| ' Koleksi buku yang tersedla di - |- Jumlah
' " | Perpustakaan Daerah L
Meningkatnya Akses dan |.Angka Kelangsungan hldup bayn | Angka
- | Mutu Layanan Kesehatan Angka Usia Harapan Hidup. -~ =~ = | Tahun
. |.BagiMasyarakat . - [Persentase Balita Gizi Buruk | %
S oo Rasio Posyandu per satuan Balita -~ | Angka -

| Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu | Angka
| ‘per satuan Penduduk SO o
~| Rasio Rumah sakit per satuan .- Angka
Penduduk . : 2
-Rasio Dokter per satuan Penduduk “1 Angka
| (Dokter Umum, SpeSIahs dan Dokter | . '
| Gigi S
| Rasio Tenaga Medis per satuan Angka
Penduduk (Bidan, Perawat, Apoteker, | -
: S - o] '‘Ahli Gizi, Kesmas dan Sanitarian) " L
‘| Meningkatnya Kualitas - { Rata- rata Jumlah Anak per Keluarga Angka

< | dan jangkuan Layanan . * | Rasio Akseptor KB L % -
'Keluarga Berencana -~ | Cakupan Peserta KB Aktif 1% .
U . - | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga ~1.Angka .
S st Sejahterall - o
| Meningkatnya Kualitas " “|:Persentase Partnsupasn Perempuan d| %
Kelembagaan “. 1| Lembaga Pemerintah :
| Pengurusutaman Gender, | Persentase Partisipasi Perempuan di | %
‘| Perempuan dan Anak - | Lembaga Swasta o
‘ e ~{'Rasio KDRT - Angka
| Persentase Jumlah Tenaga Ker]a %

"} dibawah Umur




Parts:pas: Angkatan Kerja
‘Perempuan

%

Penyelesaian Pengaduan :
Perlindungan Perempuan dan Anak
~dari tindakan Kekerasan -

% N

- | Meningkatnya Cakupan
| Layanan Kesehatan -
”Masryarakat{ s

Cakupan Komplikasi Kebldanan yang
ditangani -

%

;| Tenaga Kesehatan yang memiliki -

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh ,

Kompetensi Kebidanan

%

Cakupan Desa/Kelurahan Universal :
Child Immunization (UCI) ‘

%

Cakupan Balita Gizi Buruk yang-
mendapat Perawatan

%

Cakupan Penemuan Penanganan
Penderita Penyakit TBC BTA

%

Cakupan Penemuandan . a
Penanganan Penderita Penyaklt DBD

%

Cakupan Pelayanan Kesehatan
rujukan Pasien Masyarakat Miskin

%

Cakupan Kunjangan Bayi

1%

Cakupan Puskesmas

%

Cakupan Pembantu Puskesmas

%

_Tercapainya adm:mstrasn
[ Kependudukandan = -

Pencatatan Sipil Dae‘rah 1

| Penduduk

Rasio Penduduk ber KTP per satuan :

% .

Rasio Bayi berakte Kelahlran

1 %

%

Rasio Pasangan Berakte Nikah

Perekonomian Daerah -
dan Masyarakat serta -

Meningkatkan Investasi
dan UMKM dengan
Memanfaatkan
Kekayaan Sumber
Daya Alam yang
Terbarukan

Pangan

- | Pangan

Kepemilikan KTP , Jumlah
Kepemilikan Akte Kelahxran per 1000 %
Penduduk :
- | Ketersediaan Data Base Ada/Tidak
| Kependudukan Ada
o Penerapan KT P Nasmnal Berbasns ‘Sudah/
e oo PNIK ‘ | Belum
Meningkaatnya Kualitas - | Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Angka
~ | dan Produktifitas Tenaga perTahun =~ - = s '
; Kerja » . {_Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja %
‘ Rasio Lulusan S1/S2/S3 %
- Menmgkatnya Lapangan - | Rasio Penduduk yang bekerja %
‘| Usaha dan Kesempatan . | Angka Partisipasi Angkatan Kerja %
Kerja - | Tingkat Pengangguran . terbuka 1%
: - | Rasio Ketergantungan - %
N : e ‘Rasio Daya Serap Tenaga Kerja - % :
| Meningkatnya Partisipasi- | Jumlah Organisasi Pemuda dan Angka -
| Generasi Muda dalam . - | Olahraga : =
Pembangunan Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Angka
S Olahraga ‘ ‘
| Tingkat Partisisipasi Angkatan Kerja %
~ ’ (TPAK) Pemuda -
Menanggulangi Memngkatnya Persentase Penduduk dlatas Garis | %
Kemiskinan dan Pendapatan Masyarakat Kemiskinan ‘ L

- Pemberdayaan ] Angka Kemiskinan . . | Angka_

- Ekonomi Kerakyatan Menmgkatnya Kualltas - | Sarana Sosial seperti Panti Asuhan |'Jumiah
Perekonomian ’ Hidup Penyandang ~ - | Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi S
Pedesaan serta ‘Masalah Kesejahteraan PMKS yang Memperoleh bantuan %
Kelompok Masyarakat ‘| Sosial " | Sosial '
Minoritas , Jumlah Penyandang Masalah %
danTerpinggirkan | Kesejahteraan Sosial yang tertanganl

’ Memngkatnya Kunjungan Kunjungan Wlsata o Angka

o ‘Wisata : : i KRR

“Mengembangkan Meningkatnya Ketahanan Rasno Pemenuhan Kebutuhan R %

Persentase Kebutuhan Ketahanan
Pangan yang dapat dipenuhi oleh
produksi pertanian Daerah

1%

%

| Kontribusi Sektor ‘
: Pertanlaanerkebunan terhadap  -

PDRB

' terhadap PDRB :

Kontribusi Sektor Pertaman (Palawua)

%




k Persentase PAD dan Sektor

%

“.-| Perikanan o
-] Cakupan Bina Kelompok Nelayan %
| Produksi Perikanan Kelompok %
-Nelayan :
2 | Persentase Desa yang telah - %
-|' memenuhi Swasembada Pangan SR
e E Lont ] terhadap Total Desa Q.
Memngkatnya Produk3| .| Kontribusi Sektor Perkebunan | %
.- | Perkebunan dan .| (Tanaman Keras) terhadap PDRB : =
" |'Kehutanan - [:Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kiritis = .| % :
: ‘| Kerusakan Kawasan Hutan 1%
-| Kontribusi Sektor Kehutanan % -
o : -] terhadap PDRB " - ' ‘
S Berkembangnya o Persentase Koperasi - Aktif %
| Koperasi, Usaha Mlkro | Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 1-Unit
:Kecn dan Menengah [ Jumlah BPR/LKM [ Unit_
X : Jumlah Usaha Mncro dan Kecu yang %
ce o Aktif : g
Meningkatnya Iklim 25 Jumlah Investor Berskala Nasnonal Angka
‘Investasi yang Kondusif- - | (PMDN/PMA) * R ,
o - Jumiah Nilai Investor Berskala ‘| Angka
= | Nasional (PMDN/PMA) ‘ e ,
-+...| Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi - [ %.
M coloer s PMDN (MllyarRuplah) et =
“|-Meningkatnya Kapas:tas -] Kontribusi Sektorlndustn terhadap A%
| Produksi bagi lndustn PDRB = R
'Daerah - g ‘| Kontribusi Industri Rumah Tangga ' %
‘ ‘terhadap PDRB sektor Industri -
-+ | Jumlah Perusahan yang terdaftar ‘| Angka
" | yang bergerak di sektor usaha -
Perindustrian B R
©o2o " Jumlah Investasi baru dlbldang usaha Angka
e coeo s s industel S S e
~{‘Meningkatnya ... ['Kontribusi Sektor Perdagangan %
- | Perdagangandan:: | terhadap PDRB " 1 ~
-| Luasnya Pemasaran - [ Jumlah Perusahan yang terdaftar Angka - .
©-woo0 | yang bergerak di sektor usaha : S
Perdagangan - - = :
Cakupan Bina Kelompok - %

: |- oo o Perdagangan/ Usaha Informal Con
Y *Menmgkatkan ".“|:Meningkatnya Kualitas - | Proporsi Panjang jaringan Jalan %
| Infrastruktur Daerah | Jalan dan Jembatan .. . | dalam Kondisi Baik -~ - | B

‘|- antara lain ~f ..o o | Panjang Jalan Dilalui Roda Empat | KM

- Peningkatan - :-| Jalan penghubung dari Ibukota -~ ' [ %

Prasarana Jalan, TR “..| Kecamatan ke Kawasan Pemukiman- |-

Jembatan, Pelabuhan, |~ . - Penduduk (Minimal Dllalw Roda

. Energi Listrik, _ o 'Empat) o :

-Pengelolaan Sumber Panjang Jalan Kabupaten dalam %

Daya Air,Pengelolaan‘|: : L Kondisi Baik (>40 KM/Jam) .

Lingkungan, Penataan Menlngkatnya Kualltas | Rasio Jaringan Irigasi | %

‘Ruang dan »fJarlngan Pengalran_ i Drainase dalam Kondisi -~~~ - '] %

- Perumahan E - .| Baik/Pembuangan Aliran Air tidak - ‘

ERRTTAN -~ | tersumbat ~ "::
.| Pembangunan Turap di Wllayah %
| Jalan Penghubung dan Aliran Sungai | .
*| Rawan Longsor ngkup Kewenangan |
S g B Kota - — i
“|' Meningkatnya Kualitas ... ‘| Jumlah Arus Penumpang Angkutan | -Angka
- |:Pelayanan Perhubungan- | Umum: S R
S Dumlah Uji KIR Angkutan Umum Angka
<t Jumlah Pelabuhan : | Angka -
* | Laut/Udara/Terminal Bis | '
SRR o . .| Pemasangan Rambu-rambu %
Meningkatnya Cakupan - - | Rasio Ketersediaan daya Listrik % -
“ lPelayanana Kelistrikén - | Persentase Rumah Tangga Yang %
Menggunakan Listrik 1o
: ‘Menmgkatnya Fasmtas | . Rumah Tangga Pengguna Llstnk %
,Permuklman - | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih | % -
=l - =

Rumah Tangga Ber- Sanitasi . - .~




| Rasio Tempat Pemakaman Umum -

per satuan Penduduk -

Angka

Rasio Tempat Pembuangan sampah
(TPS) per Satuan Penduduk o

Angka

Terpenuhinya. . -
Ketersediiaan Rumah
Layak Huni bagi
Masyarakat Miskin -

Rumah Layak Huni

%

- [ Lingkungan Pemukiman Kumuh

%

Persentase Rumah nggal ber- o
Sanitasi

%

Rasio Rumah Layak Huni

Angka

Rasio Pemukiman Layak Huni

‘Persentase Rumah Tangga (RT) .-

yang Menggunakan Air Bersih

Angka

Memngkatnya :

Pengelolaan ngkungan‘ .

Hidup -

| Persentase Penanganan_sampah

%

Persentase Penduduk berakses Air
Minum

%

Persentasg Luas Pemuklman yang

| Tertata
=1 Pencemaran Status Mutru A|r

%

%

Cakupan Penghijauan Wllayah

_Rawan Longsor dan Sumber Mata Air -

% .

Cakupan Pengawasan terhadap
Pelaksanaan Amdal ,

%

Tempat Pembuangan Sampah
Persatuan Penduduk ’

%

Penegakan Hukum Lingkungan

%

Meningkatnya Kualitas
Perencanaan, = -
Pemanfaatan ruang dan
Pengendalian

Pemanfaatan Ruang =

Rasio Bangunan ber IMB per Satuan

Bangunan -

Persentase Luas Lahan bersertlf kat

%

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

%

Penyelesaian Izin Lokasi

%

Persentase Penduduk yang mem|l|k| '
Lahan

% .

Sempadan Jalan yang dlpakal :
Pedagang Kaki Lima atau Bangunan
Rumah Liar

To%

‘Sempadan Sungai yang dlpakal

Bangunan Liar

%

Ketaatan Terhadap RTRW

%

Luas Wilayah Produktif

%

Luas Wilayah Industri

% -

Luas Wilayah Kebanijiran

%

- [Luas Wilayah Kekeringan . -

%

Luas Wilayah Perkotaan '

% .

Mengimplementasikan
- Desentralisasi Politik,

Keuangandan =~ -
Administrasi dalam
Sistem Pemerintah
Daerah

- serta Melaksanakan
‘Tata Kelola

Pemerintah yang Balk
(Good Governance) .

Memngkatnya Kmerja .
Penyelenggaraan :

Pemerintah Daerah

Persentase PNS yang mendapat
hukuman disiplin

%

Rata- rata tingkat kehadiran PNS
dalam 1 Tahun

Angka .

Persentase PNS yang mempunyai

= | latar belakang pendidikan sesuai

dengan tugas yang menjadl ‘
tanggungjawabnya -

%

- | Persentase pejabat struktural yang

telah lulus diklatpim

%

Persentase PNS yang berpend|d|kan
S1, S2 dan S3

- ,

- ["Jumfah PNS yang Menglkutl lelat

Fungsmnal

Angka

| Pengawasandan -
| Evaluasi Pelaksanaan =
Pembangunan Daerah

Memngkatnya Kuahtas
-Perencanaan, :

Pengendalian,

Jumlah SKPD yang telah menyusun
Laporan Kinerja

Angka

Jumlah SKPD yang telah mem;llkl ,

| Indikator Kinerja Utama

Angka .

Persentase Satker yang
kelembagaannya telah seseuai -
dengan kebutuhan dan peraturan

%

Jumlah SKPD yang telah dlevaluaSI ~
SOTK SRR

Angka




Menlngkatnya Kualltas

Jumlah Temuan dalam Pemenksaan

Angka

Kehidupan Demokrasi,
serta Penegakan Hukum
dan HAM ¥

dan jumlah pengaduan masyarakat
tentang pelanggaran hukum -

Pengawasan ‘| Internaldan Eksternal K
Pelaksanaan Jumiah Temuan Pemeriksaan yang | Angka
Pembangunan Daerah | telah dltmdaklanjutl ‘ S
Menmgkatnya Slstem Informasi Manajemen PEMDA | Jumlah .
Pengelolaan Data dan Buku Kabupaten Dalam Angka AdalTidak
Informasi Daerah "Ada
: Buku PDRB Kabupaten AdalTidak
Ada - .
‘ Jumlah Surat Kabar Nasmnal/LokaI Ada/Tidak
1Ada -
Jumlah Penylaran Radlo/ TV Lokal AdalTidak
Ada .
Web Slte Mlllk Pemenntah Daerah ' AdalTidak
S _|Ada
Meningkatnya = - ‘Rasio Wajlb pajak daerah (income tax { %

.| Pendapatan dan Kualitas | ratio) L :
Pengelolaan Keuangan - | Persentase potensi penerimaan %
Daerah ‘| daerah yang dapat digali i
» Jumlah dan Macam Pajak dan ‘Angka

Retribusi Daerah : '
Menlngkatnya -+ -] Penegakan Perda ° % f
Ketentraman, Ketertlban | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja gt Angka
Keamanandan - | per10.000 Penduduk 0 -
Kenyamanan Lingkungan [ Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Angka
I B Sl Desa/Kelurahan o
Cakupan Patroh Petugas Satpol PP Kali/ 24
Jam
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran 1%
K3 (Ketertiban, Ketentraman, S
*|_Keindahan) di Kabupaten
" |LAngka Kriminalitas %

. » G Angka Kriminalitas yang Tertangam %
‘Meningkatnya Kualitas - | Jumlah LINMAS per Jumlah 10 000 ,’ Angka :
Pencegahan dan ‘| Penduduk 1 B
Penanggulangan Korban Petugas perhndungan Masyarakat 1%
Bencana . .| (LINMAS) di Kabupaten ° ~

con Cakupan Pelayanan Bencana %
Kebakaran Kabupaten - ‘
Tingkat Waktu Tanggap (Respon %
Time Rate) Daerah layanan Wilayah

: S ‘ Manajemen Kebakaran (WMK) 5
Meningkatnya Kualitas - | Jumlah pelanggaran terhadap HAM | Jumlah

Persentase permasalaan hukumdan -

HAM yang dapat diselesaikan .

. ;‘»A’BUP
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